BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka
dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi
Tengah bagian timur selama periode 2015-2019 jika dilihat dari rasio kemandirian
keuangan daerah masuk pada kategori rendah sekali yang berarti pemerintah daerah
masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) berada pada kategori sangat
efektif karena telah mencapai target bahkan melebihi target penerimaan PAD yang
telah ditetapkan. Namun, peningkatan PAD harus diperhatikan karena kontribusi
PAD dibandingkan total pendapatan daerah masih relatif lebih kecil.

Rasio efesiensi belanja masuk pada kategori kurang efisien yang
menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja hampir mendekati pendapatan
daerahnya. Hal ini akan berpotensi mengalami defisit anggaran dalam APBD yang
pada akhirnya digunakan pembiayaan daerah untuk menutupinya.

Rasio keserasian menunjukkan bahwa pemerintah daerah menggunakan
sebagian besar dana yang dimiliki untuk dialokasikan pada belanja operasi sehingga
rasio belanja modal relatif kecil. Semakin besar dana yang dialokasikan untuk
belanja operasi, itu berarti semakin kecil pula dana yang digunakan untuk

menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat.
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Sedangkan untuk rasio pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan
kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah bagian timur mengalami pertumbuhan
yang dapat dikategorikan positif (baik), meskipun ada beberapa kabupaten/kota
yang mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2017 dan tahun 2018.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan
sebelumnya, maka saran dari penelitian ini sebagai berikut:

Pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah masih sangat
bergantung pada pemerintah pusat, meskipun telah efektif dalam merealisasikan
PAD. Namun kontribusi PAD dibandingkan total pendapatan daerah masih relatif
lebih kecil. Untuk itu, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi daerah
dengan menggali berbagai sumber PAD guna menunjang kemandirian keuangan
daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Adapun intensifikasi adalah menghitung potensi pajak daerah dan retribusi
daerah seakurat mungkin sehingga target penerimaan bisa mendekati potensinya.
Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan menggali sumber-sumber objek pajak
ataupun dengan menjaring wajib pajak baru. Sehingga hal ini dapat mendorong
peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, kemampuan dan
komitmen pegawai terutama pada petugas di lapangan dalam rangka pemungutan
pajak dan retribusi daerah harus ditingkatkan dan juga melakukan sosialisasi

tentang pentingnya pembayaran pajak guna menunjang pembangunan daerah.
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Penggunaan anggaran belanja kurang efisien, apalagi sebagian besar dana
digunakan untuk belanja operasi. Untuk itu, kedepannya diharapakan pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Bagian Timur dapat meminimalisir
jumlah belanja terutama belanja operasi dengan disesuaikan dengan pendapatan
daerahnya dan meningkatkan belanja modal untuk investasi melalui peningkatan
infrastruktur dan pelayanan publik yang dapat mendorong peningkatan ekonomi
daerah. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah dan

menghindari terjadinya defisit anggaran.
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